WALI KOTA BALIKPAFAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5)

Mengingat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah
menetapkan peraturan kepala daerah tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada
standar akuntansi pemerintahan;

. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai lagi
dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
tentang

Nomor
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG  KEBIJAKAN

AKUNTANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Balikpapan.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarn pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan, yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah. “wp



7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.
8. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

9, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

12. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

14, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Kebijakan Akuntansi Keuangan
Daerah.

(2) Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerapkan SAP Berbasis Akrual.

(3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(4) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(5) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:

a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP;
dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP. W



Pasal 3
gan Daerah bertujuan untuk mengatur

Kebijakan Akuntansi Keuan
k tujuan umum

penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Daerah untu
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran, antar periode dan antar entitas Akuntansi.

Pasal 4
(1) Kebijakan Akuntansi dibangun atas dasar kerangka konseptual
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada
kerangka konseptual SAP.
(2) Kebijakan Akuntansi berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dalam lingkup Pemerintah
Daerah.

(3) Pemerintah Daerah merupakan entitas pelaporan yang memiliki
kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban
menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Perangkat Daerah.

(5) Basis yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
menggunakan Basis Akrual namun dalam hal anggaran disusun dan
dilaksanakan berdasar Basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan Basis

Kas.

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
penyajian laporan keuangan;

LEA;

neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan;
Akuntansi piutang;

kualitas piutang dan penyisihan piutang;
Akuntansi persediaan,

Akuntansi investasi;

Akuntansi dana bergulir;

Akuntansi aset tetap;

_ Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;

Akuntansi retensi;

Akuntansi aset tak berwujud;

Akuntansi kewajiban;

Akuntansi ekuitas;

Akuntansi pendapatan,

Akuntansi beban,;

Akuntansi belanja;

Akuntansi pembiayaan;

Alcuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi,
perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
Akuntansi laporan keuangan konsolidasian;

laporan operasional; ~
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y. Akuntansi penyusutan;
z. Akuntansi belanja bantuan sosial; dan
aa. nilai satuan minimum kapitalisasi dan Extra Comptable.

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

BAB 111
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas
pelaporan wajib menyusun:

a. laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri atas:

LRA;

neraca;

laporan arus kas;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan

catatan atas laporan keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD oleh
Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:

a. laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri atas:
1. LRA;
2. neraca;
3. laporan operasional;
4. laporan perubahan ekuitas; dan
5. catatan atas laporan keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan
Daerah BUD selaku Entitas Akuntansi PPKD, wajib menyusun
laporan keuangan, yang terdiri atas:

LEA;

neraca;

laporan arus Kas;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan

catatan atas laporan keuangan.
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Pasal 7
(1) Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan
tanggung jawab yang ditandatangani oleh Wali Kota. “-p



(2) Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disertai dengan

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat

Daerah.

Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang

ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.

(4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sampai dengan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
yang memadai dan Akuntansi keuangan telah diselenggarakan

sesuai dengan SAP.

(3)

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Balikpapan.
Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2017
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI
Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEFALA BAGIAN HUKUM,

Ly

DAUD DE
NIP 196108061990031004



